BAB VI
PENUTUP
1.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis
pendapatan dan belanja pada pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah

Selatan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis varians pendapatan 2013 — 2015 terdapat selisih
kurang anggaran atau selisih yang tidak diharapkan, yakni pada tahun
2013 sebesar 98,79% pada tahun 2014 sebesar 99,76% sedangkan pada
tahun 2015 sebesar 98,37%.

2. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa analisis rasio
derajat desentralisasi mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar
4,33% pada tahun 2014 sebesar 6,72% sedangkan pada tahun 2015 sebesar
7,07%.

3. Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah masih sangat
tergantung pada pemerintah pusat/propinsi, yakni pada tahun 2013 sebesar
95,67% pada tahun 2014 sebesar 93,17% sedangkan pada tahun 2015
sebesar 92,93%.

4. Berdasarkan rasio efektifitas PAD dapat diketahui rasio efektifitas PAD
pada tahun 2013 sebesar 85,70% pada tahun 2014 sebesar 127,75%
sedangkan pada tahun 2015 sebesar 117,03% dapat diketahui bahwa dari
tahun 2013-2015 rasio efektifitas PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan

sangat efektif.
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5. Berdasarkan analisis varians belanja terdapat penghematan anggaran
belanja, yakni pada tahun 2013 sebesar 83,80% pada tahun 2014 sebesar
77,13% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 79,97%.

6. Berdasarkan analisis efisiensi belanja menunjukkan bahwa adanya
efisiensi belanja daerah selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada tahun
2013 sebesar 83,80% pada tahun 2014 sebesar 77,13% sedangkan pada

tahun 2015 sebesar 100,40%.

1.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka

peneilit menyammpaikan beberapa saran untuk pemerintah daerah dalam
rangka peningkatan kinerja pendapatan dan belanja daerah, yakni antara lain:
1. Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara meningkatkan
efisiensi untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Kabupaten
Timor  Tengah Selatan. Efisiensi akan meningkat jika Pemerintah
Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat melaksanakan secara lebih optimal
pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki kontribusi
kecil dalam PAD. Ada juga dengan cara melakukan pengawasan dan
pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya

penyimpangan dalam pemerolehan PAD oleh yang bersangkutan.
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Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan untuk
meningkatkan PAD.

2. Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah dalam
Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka dari itu
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu menggali lebih
lagi guna mencari beberapa potensi dari masyarakat maupun alam untuk
meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana untuk Pemerintah
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2013-2015. Diharapkan
penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih
akurat dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian,
karena penelitian ini mengambil satu Kabupaten yaitu Kabupaten Timor

Tengah Selatan.
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